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A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas : 

a. menetapkan program/rencana kerja BPBD berdasarkan 

kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan; 

c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan 

penanggulangan bencana Daerah; 

f. menyelenggarakan penanggulangan bencana pada wilayahnya; 

g. melaporkan penyelengaraan penanggulangan bencana kepada 

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 
dalam kondisi darurat bencana; 

h. mengendalikan, mengumpulkan dan menyalurakan uang dan 
barang untuk penanggulangan bencana; 

i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 
dari Anggaran    Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang 
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan 

tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja 
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan 
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan; 

d. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan 
di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan 

lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban kepada atasan; dan  

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala BPBD 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

 

B. Unsur Pelaksana 

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

LAMPIRAN II  

PERATURAN BUPATI BADUNG 

NOMOR 20 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

 

URAIAN TUGAS 
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a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mempunyai Tugas : 

1) menetapkan program/rencana kerja BPBD berdasarkan 

kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

2) mengkoordinasikan program/rencana kerja yang terkait 

dengan Instansi/lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

3) memimpin penyusunan dan perumusan langkah- langkah 

strategis dan  operasional  BPBD bersama Sekretaris dan para 

Kepala Bidang dilingkungan BPBD untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

4) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi 

akibat bencana secara adil dan merata; 

5) merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, 

standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

6) merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan 

penanggulangan bencana; 

7) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta 

rawan bencana; 

8) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

pengembangan informasi daerah rawan bencana; 

9) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan 

prosedur tetap penanggulangan bencana; 

10) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

11) merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional 

pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

12) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

13) menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dan setiap saat 

dalam keadaan darurat bencana; 

14) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing; 

15) memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan  

dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran 

pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 
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16) menyelenggarakan  pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana 

kerja dan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

17) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai 

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan; 

18) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan 

kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

19) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan 

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan  

20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

b. Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 

2. Sekretariat. 

a. Sekretariat mempunyai tugas : 

 

1) merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang 

meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, 

kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan 

pelaporan; 

2) menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana 

kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas BPBD sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

3) mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian 

dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja 

operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

4) melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait 

melalui Kepala BPBD untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

5) menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional 

ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

6) mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran  BPBD 

dengan masing-masing bidang ; 

7) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi 

pelaksananaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data bencana; 
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8) menyusunan bahan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan, Dokumen Perencanaan, dan dokumen 

Rencana Strategis BPBD; 

9) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana 

kegiatan serta pelaporan kegiatan BPBD; 

10) menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima 

Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan 

Tahunan BPBD; 

11) menyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, 

anggaran belanja langsung, rencana pendapatan dan 

penerimaan BPBD; 

12) menyusun program, membina, mengatur, memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran; 

13) menyusun laporan, pertanggungjawaban dan evaluasi 

realisasi pengelolaan anggaran mengevaluasi kegiatan kinerja, 

rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan 

pertanggungjawan pengelolaan anggaran;  

14) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi 

pelaksanaan urusan ketatausahaan; 

15) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi 

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

16) menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi 

pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

17) menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan 

mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta 

pengelolaan administrasi kepegawaian; 

18) mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen 

perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang 

milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai 

kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

19) mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target 

kinerja dan anggaran;  

20) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan 

pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; 

21) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing; 

22) mengkoordinasikan penyusunan standar operasional 

prosedur; 

23) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang 

tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

24) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan 

tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 
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25) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier 

bawahan; 

26) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan 

dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

27) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan 

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

28) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab  kepada Kepala BPBD. 

c. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas : 

1) menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan 

anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan  untuk 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BPBD sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

2) melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar unit kerja 

Intern BPBD melalui Sekretaris sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

3) menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya 

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

4) menyusun standar operasional prosedur pada bidang 

tugasnya; 

5) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan 

pengelolaan urusan ketatausaan, rumah tangga, peralatan 

dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, 

organisasi dan ketata laksanaan serta pengelolaan 

administrasi kepegawaian; 

6) melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah 

dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya; 

7) melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilahan, 

pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan 

arsip; 

8) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas; 

9) melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, 

penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan 

lingkungan kantor serta mengatur perparkiran; 

10) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan 

barang unit dan rencana tahunan barang unit sesuai 

kebutuhan; 
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11) melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, 

pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan 

barang-barang inventaris; 

12) h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat 

keprotokolan; 

13) menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan; 

14) menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi 

evektifitas organisasi dan ketatalaksanaan; 

15) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan 

pegawai berdasarkan bezzetingformative, mengelola 

dokumen/berkas, serta mengolah data menyajikan informasi 

kepegawaian 

16) menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan; 

17) m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi 

pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian 

penghargaan dan sanksi kepegawaian; 

18) menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan, 

dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta 

mengolah data menyajikan informasi kepegawaian; 

19) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja 

individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode 

etik kepegawaian; 

20) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan 

menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan 

urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan 

administrasi kepegawaian; 

21) mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai 

dengan kebutuhan; 

22) melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 

23) melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 

24) menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan keuangan; 

25) menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan 

belanja BPBD, pembukuan serta administrasi keuangan; 

26) menyiapkan bahan pertanggungjawaban administrasi 

keuangan; 

27) mengumpulkan bahan penyusunan dokumen-dokumen dan, 

laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

28) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing; 

29) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang 

tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 
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30) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan 

tugas bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

31) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier 

bawahan; 

32) melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan 

dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

33) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan 

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

34) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

e. Sub Bagian dipimpin  oleh Kepala Sub Bagian  yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada  Sekretaris. 

 

3. Bidang-Bidang 

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas: 

1) menyusun rencana program kegiatan di bidang Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan; 

2) mengkoordinasikan dengan sekretaris dalam merumuskan 

perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional 

bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

3) mengkoordinasikan  dengan bidang lainnya dalam hal  dan 

keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

4) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana 

penanggulangan bencana; 

5) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan 

risiko bencana; 

6) menyusun program, mengkoordinasikan, 

membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan 

pencegahan bencana;d. menyusun program, 

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan 

mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan 

bencana; 

7) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap 

potensi bencana; 

8) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini 

terjadinya bencana; 
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9) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana;  

10) menyusun kerjasama pemantauan dan penegakkan rencana 

tata ruang dan melaksanakan kerjasama pengaturan 

pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata 

banguna; 

11) menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan 

rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya 

pengurangan risiko bencana, analisa risiko bencana, 

penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar 

teknis penanggulangan bencana; 

12) melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan 

kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, 

pengembangan dan penerapan peringatan dini dan 

penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;  

13) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing; 

14) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang  

tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

15) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan 

tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

16) melakukan  penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan 

prestasi  kerja  bawahan sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam 

peningkatan karier bawahan; 

17) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan 

kegiatan di bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

18) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan 

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas: 

1) menyusun rencana program kegiatan dibidang Kedaruratan 

dan Logistik; 

2) mengkoordinasikan perumusan perencanaan program 

kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

3) mengkoordinasikan  dengan bidang lainnya dalam hal  dan 

keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

4) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian 

terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;  
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5) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan 

darurat bencana;  

6) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis 

penanggulangan bencana;  

7) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevalusasi kegiatan penyelamatan 

dan evakuasi masyarakat terkena bencana;  

8) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;  

9) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan 

kelompok rentan;  

10) menyusun rencana program, mengkoordinasikan, membina, 

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian 

bantuan kebutuhan dasar dan logistik;  

11) menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, 

fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan 

evakuasi korban bencana; 

12) menyusun laporan kinerja pengkajian tingkat kerusakan 

akibat bencana, perlindungan kelompok rentan dan 

pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik 

13) mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing; 

14) memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang  

tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

15) melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan 

tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

16) melakukan  penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan 

prestasi  kerja  bawahan sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam 

peningkatan karier bawahan; 

17) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan 

kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

18) melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan 

laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi 

dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan 

19) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

atasan. 

 

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  mempunyai tugas: 

1) menyusun rencana program kegiatan dibidang Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi  ; 
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2) mengkoordinasikan perumusan perencanaan program 

kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

3) mengkoordinasikan  dengan bidang lainnya dalam hal  dan 

keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

4) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan rehab/rekon pasca bencana;  

5) menyusun program merumuskan dan menetapkan kebijakan 

operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dan melaksanakan kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 

6) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, melaksanakan kegiatan 

indentifikasi dan inventarisasi kerusakan dan kerugian 

bencana; 

7) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, melaksanakan kegiatan verifikasi 

kejadian pasca bencana; 

8) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 

9)  menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi melaksanakan 

pemulihan sosial ekonomis;  

10) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi melaksanakan 

kegiatan pemulihan sosial budaya;  

11) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;  

12) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan pemulihan;  

13) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan pemulihan pelayanan publik;  

14) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;  

15) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial 

masyarakat dan keagamaan;  

16) menyusun program, mengkoordinasikan, membina, 

mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan 

usun program mengkoordinasikan, membina, mengatur,  
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